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TENTANG

PENETAPAN AKTIVIS ATAU RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU

BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AlA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA,

a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam
upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Mayarakat (PATBM),
sehagaimana kebijakan yang Yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat
dalam upaya memberikan perlindungan  terhadap anak
dalam bentuk pencegahaan untuk tidak terjadinya
kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;

b, bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan
menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-
langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan
masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto Xl
Tarusan tentang Pengangkatan Aktivis atau Relawan
perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Nagari
Sungai Nyalo Mudiak Aia Selatan Kecamatan Koto Xl

Tarusarn;

Menimbang

Mengingat : -
SETER 1. g:imguundmg Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Unda.l;g-l}nda;:g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

gmnur 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 5587), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
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ﬂho':'f;l‘;mnh F’engpjllm'li Undang-UndangNomor 2 Tokin
29 leak ang Perubihan alos Unelang-UndangNomaor 23 Tahum
Il ‘_F‘ﬂ Pemeriniah Dacrah  (Lembaran Nepnrn Republik
ndonesin Tnhun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor S589);

Undang-Undang Nomoer 17 Tabhun 2003 tentang Keuangon
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tohun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 2.3
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Indonesin Tahun 2004 Nomor 95,
Indonesin Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
4438);
Undang-Unda

Tahun 2004 tentang Penghapusan
{Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik

ng Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46335), sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Perlindungan Saksi dan korban [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5602];

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 lenlang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdapangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4928];

Undang-Undang ~ Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
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19, Peratwran Pemenntah Nomor 5 Tahun 2007 tenting
(Lol Meguarit Republik

Pelaksanaan Penpgangkatan Anak

Indonesin Tahun 2007 Nomor 1233, Tambahan Lembaran
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Nomor 43 Tahuin
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1T tentang
korban Tindak
Tahun 2017
ik Indonesia

15, Peraturan  Pemenntah
Pelaksanaan Hestitusi T
Pidana (Lembaran Negara
Nomor 219, Tambahan Lembaran
Nomor 6131);

Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuin dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

ra Pemberdaynan perempuan  dan
4 Tahun 2011 tenilang Petunjuk
ak Dalam Pembangunan;

Negara Pemberdayaan Perempuan dan
¢ 11 Tahun 2011 tentang Kebijnkan
JKota Layak Anak;

Pemberdaynan Perempuan dan
Tahun 2011 tentang Indikalor

1.

-

17. Peraturan Menter MNega
Perlindungan Anak Nomar
Pelaksanann Kebijakan Partisipasi An

I8, Pernturan  Menter
Perlindungan Anak Nomao
Penpembangan Kabupaten

19, Peraturan  Menteri Negara
Perlindungan Anak Nomor 12
Kabupaten fKota Layak Anak:

Pemberdayaan  Perempuan dan

20. Peraturan  Menten Negara
3011 tentang Panduan

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
Penpembangan habupaten/Kola Layak Anak;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan dan
Perlindungan Anak Noemor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Reluarga

22 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 lentang Konvensi

Hak-Hak Anak;
94, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nom J
i ‘ n Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak; o
25, Peraturan Bupati Pesisir Selatan N

: - Nomor 38 Tahun 20
lrn@!g .l_u-dudukgn_ Susunan Organisasi Tugas Pokok nF‘unH;?
;:m Kerju, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas ‘Soﬁinli
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -

MEMUTUSKAN

etapan aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu
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KEDUA

KETIGA

KELIMA

Berbasis
‘OasIEs Masyarg
K“F“'-Uﬂun. Yarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran

Aktivis atan

M-Hﬁy1m:Hu Relawan  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

KESP: Kat [PATBM)  sebagaimana dimaksud pada Dikium
SATU mempunyai tugas

1.

; Melaksanakan rapal rutin lentang perlindungan anak;

Melaksanakan pencatatan, pcngnrr.ipunj:!ukumcn kegiatan

berkaitan dengan perlindungan anak;

d. Melaksanakan puh'liknsifsosislliaaa-sifkampﬂnye anti
kekerasan fpromosi hak anak;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain  Yang ditctapkan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM]; dan

5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Melaksanakan

tugas-tugas lain  yang ditetapkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

[PATBM) Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,
Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto X1 Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan dan yang lain sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada tanggal 22 Maret 2022
‘_ﬁ“‘ o,



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAG
TAR ARI SUN
;4“6';1”{?;“ Kﬁ!?iggmampasmmﬂ;ﬁ? IE? MUDIAK AlA KECAMATAN KOTO XI
TANGGAL - 29 th sl SK/WN-SNMA /2

. . 122 MARET 2g9y THA/2022
TENTANG a2
PENETAPAN AKTIV
BERBASISMASY ARf'KiTTﬁEaREL&mN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
KECAMATAN KOTO wy i TBM) NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

SCAM X1 TARUS
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAK 3024

B':ig:lffpﬂn Aktivis Atau Relawan Perlindungan Anak
o Masyarakat (PATEBM) Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
atan Koto XI Tarusan Tahun 2022 Sampai Dengan 2024

Terpadu
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e Rama Jabatan Alamat
1. | MARJAM Pelindung Sungal Nyale Mudiak Ada
2. | NAFRIL Penasehat Sungai Nyalo Mudiak Aia
3. | M.SUDION Wakil Penasehat Sungai Nyalo Mudiak Aia
4, | KASMAWATI Pembina Sungail Nyalo Mudiak Aia
5. | MARDIANA Ketua Sungai Nyalo Mudiak Aia
6. | YUTRI MUNAZIL 15SMA Wakil Ketua Sungai Nyalo Mudiak Ala
7. | SARIS Sekretlars Sungal Nyalo Mudiak Ala
8. | AFRIZON EFENDI Wakil Selretanis | Sungai Nyalo Mudiak Aia
9. | HAGI SUANDI Bendahara Sungai Nyalo Mudiak Aia
10. | MULYADI ALWA Anggota Sungai Nyalo Mudiak Aia
11. | HADI NOF Anggota Sungai Nyalo Mudiak Aia
12. | PUTRA Anggota Sungai Nyalo Mudiak Aia
13. | MARIADOL Anggota Sungai Nyalo Mudiak Aia
ZonB FABN
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